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Abstract
Bankruptcy problem to Warm Up State Belonging Effort in praktik jurisdiction is still to
be felt haven't available perception equation among practitioners sentences notably judges. On
latterly there are many Effort Body Belongs To State notably get Persero's form that
supplicated by bankrupt at Commerce Justice. Position Warms Up State Belonging Effort as
body of civil law can as creditor and get too as debtor. If Effort Body Belongs To State have
book debt and have maturity value but its book debt nonpayment, therefore bases UU No. 40
Years 2007 about limited liabilities and UU No. 37 Years 2004 about bankruptcy and Paying
liabilities Pauses Book Debts therefore necessarily gets to be supplicated by bankrupts. But
with marks sense arrangement about state wealth accompaniment in capital BUMN Persero
who gets bearing with arrangement about state finance, therefore then evoking various opinion
hits BUMN'S bankruptcy in particular that gets to form Persero. Based on on that condition,
this research is done for menganalisis arrangement hits bankruptcy to BUMN Persero in its
bearing with limited liability bankruptcy bases UU No. 37 Years 2004, effect law for the parties
to bankrupt statement on BUMN Persero, and BUMN Persero's bankruptcy if concerned by
state asset position in BUMN. Observational exterior target this is yielding scientific opus
observational one be publicized on journal. Approximate methods who will be utilized deep
observational it is normatif's judicial formality approaching. Ala does this research descriptive
analytical, which is with give picture specially up on aught fact. Data collecting is done through
studi bibliography and studi is document that as data of secondary and that dianalisis will
kualitatif's ala. Based yielding observational acknowledged that deep Section 2 sentences (5 )
UU No. 37 Years 2004 just manage blurs only about bankruptcy BUMN which is just concerns
BUMN that moving at public behalf area and not give detail's ala formulation, remembering
terminological BUMN UU No. 19 Years 2003 is Perum and Persero. Hereafter been known that
bankrupt statement application to BUMN Persero, will take in law effect to debtor and the
parties which is available one needs dimintakan by particular party and given institution assent
or Rule of Reason , but there is also that prevailing by that law, e.g. confiscate common.
Known too that with publishes it Supreme Court letter No. WKMA / Yud / 20 / VIII / 2006 dates
16th August 2006 and publish PP No. 33 Years 2006 is next to be followed Finance Minister
statement which is corporate Credit managements States / Region is done bases UU limited
liabilities and UU BUMN, thing such it if bankruptcy happening on BUMN Persero.
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PENDAHULUAN
BUMN yang merupakan salah
satu wujud nyata pelaksanaan Pasal 33
Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, memiliki posisi
strategis bagi peningkatan kesejahteraan
rakyat. Negara menguasai kekayaan
alam, tetapi negara tidak dapat melaku-
kan kegiatan usaha atau menjalankan
perusahaan secara langsung dengan cara
melaksanakan pemerintahan untuk
mengelola sumber-sumber daya alam
tersebut, karena akan berakibat
pemerintahan bersifat komersial. Agar
pemerintahan dapat berjalan dengan
baik, kemudian negara membentuk suatu
badan usaha dengan maksud untuk
mengelola sumber daya alam bagi
sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Dalam perkembangannya,
BUMN, khususnya BUMN Persero
dimungkinkan dapat mengalami risiko
kerugian yang berpotensi bangkrut atau
pailit apabila tidak dikelola secara
profesional dan tidak sesuai dengan
prinsip-prinsip tata kelola perusahaan
yang baik dan sehat (good corporate
governance). Diaturnya permohonan
pernyataan pailit terhadap BUMN dalam
UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang (UUKPKPU) mem-




Negara dalam UU No. 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara yang
mencampuradukkan keuangan publik
1Andriani Nurdin, Kepailitan BUMN
Persero Berdasarkan Asas Kepastian
Hukum, (Bandung : PT Alumni, 2012),
hlm.2.
dengan keuangan privat, khususnya
terhadap entitas hukum BUMN Persero
serta bertentangannya peraturan
perundang-undangan terkait yakni UU
Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan
Usaha Milik Negara; UU Nomor 37
Tahun 2004 tentang Kepailitan dan
Penundaan Kewajiban Pembayaran
Utang; UU Nomor 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas; dengan UU
Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara dan UU Nomor 1
Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara, mengakibatkan pertentangan
pemahaman mengenai dapat atau
tidaknya suatu entitas hukum BUMN
khususnya Persero dinyatakan pailit.
Berdasarkan latar belakang yang
dikemukakan tersebut maka penelitian
ini bertujuan untuk : pertama,  menge-
tahui pengaturan kepailitan terhadap
BUMN Persero dalam kaitannya dengan
kepailitan Perseroan Terbatas berdasar-
kan UU No. 37 Tahun 2004; kedua,
mengetahui akibat hukum bagi para
pihak terhadap pernyataan pailit pada
BUMN Persero; ketiga, mengetahui
kepailitan BUMN Persero jika dikaitkan
dengan kedudukan aset negara dalam
BUMN.
TINJAUAN PUSTAKA
Secara etimologi kepailitan ber-
asal dari kata “pailit”, yang diambil dari
bahasa Belanda “faillet” yang berarti
pemogokan atau kemacetan pembayaran.
Dalam bahasa Inggris istilah yang
digunakan adalah bankrupt (pailit) dan
bankruptcy (kepailitan). 2 Selanjutnya,
Black’s Law Dictionary mengartikan
2 Viktor M. Situmorang dan Hendri
Soekarso, Pengantar Hukum Kepailitan
Indonesia, (Jakarta : Rineka Cipta, 1993),
hlm. 18.
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“pailit” atau “bankrupt” adalah sebagai
berikut :
“Bankrupt is the state or condition of
a person (individual, partnership,
corporation, municipality) who is
unable to pay its debt as they are, or
become due”. The term includes a
person against whom a voluntary
petition has been filed, or who has
been adjudged a bankrupt”. 3
Menurut Poerwadarminta,
“pailit” artinya “bangkrut”; dan
“bangkrut” artinya menderita kerugian
besar hingga jatuh (perusahaan, toko,
dan sebagainya).4 Dalam Pasal 1 butir 1
UU No. 37 Tahun 2004 tentang
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang dirumuskan definisi
Kepailitan sebagai berikut :
“Kepailitan adalah sita umum atas
semua kekayaan debitur pailit yang
pengurusan dan pemberesannya
dilakukan oleh Kurator di bawah
pengawasan Hakim Pengawas”.
Adapun salah satu hal yang
berkaitan dengan kepailitan adalah
utang. Utang merupakan salah satu
pengertian yang paling penting untuk
dipahami dalam hukum kepailitan,
mengingat rumusan Pasal 2 ayat (1) UU
Kepailitan dan PKPU yang merumuskan
sebagai berikut :
“Debitor yang mempunyai dua atau
lebih kreditor dan tidak membayar
lunas sedikitnya satu utang yang
telah jatuh waktu dan dapat ditagih,
dinyatakan pailit dengan putusan
Pengadilan yang berwenang, baik
atas permohonannya sendiri maupun
3Bryan A., Garner, Black Law’s Dictionary,
(St. Paul :West Group, 1999), hlm. 141.
4 W.J.S. Poerwodarminta, Kamus Umum
Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka,
1999), hlm. 822.
atas permohonan satu atau lebih
kreditornya”.
Adapun pengertian utang
menurut Pasal 1 butir 6 UU Kepailitan
dan PKPU dirumuskan sebagai berikut :
“Utang adalah kewajiban yang
dinyatakan atau dapat dinyatakan
dalam jumlah uang baik dalam mata
uang Indonesia maupun mata uang
asing, baik secara langsung maupun
yang akan timbul dikemudian hari
atau kontinjen, yang karena per-
janjian atau undang-undang dan yang
wajib dipenuhi oleh debitor dan bila
tidak dipenuhi memberi hak kepada
kreditor untuk mendapat pemenuhan-
nya dari harta kekayaan debitor”.
Pada prinsipnya, pengaturan
masalah kepailitan merupakan suatu
perwujudan atau pengejawantahan dari
Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH
Perdata, adapun rumusan dari kedua
pasal tersebut adalah sebagai berikut : 5
Pasal 1131 KUH Perdata
“Segala kebendaan si berutang, baik
yang bergerak maupun yang tak
bergerak, baik yang sudah ada
maupun yang baru akan ada di
kemudian hari, menjadi tanggungan
untuk segala perikatan
perseorangan”.
Pasal 1132 KUH Perdata
“Kebendaan tersebut menjadi
jaminan bersama-sama bagi semua
orang yang mengutangkan padanya;
pendapatan penjualan benda-benda
itu dibagi-bagi menurut keseimbang-
an, yaitu menurut besar-kecilnya
piutang masing-masing, kecuali
apabila di antara para berpiutang itu
ada alasan-alasan yang sah untuk
didahulukan”
5 Jono, Hukum Kepailitan, (Jakarta : Sinar
Grafika, 2008), hlm. 2.
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Dari penjelasan tersebut, dapat
dikatakan bahwa hukum kepailitan
diperlukan untuk menjamin eksekusi dan
pembagian harta debitor atas pelunasan
utangnya kepada kreditor atau para
kreditor secara adil dan seimbang.
Pengertian Badan Usaha Milik
Negara (BUMN) dirumuskan dalam
Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor
19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha
Milik Negara, berdasarkan ketentuan ini,
Badan Usaha Milik Negara yang
selanjutnya disebut (BUMN) adalah
badan usaha yang seluruh atau sebagian
besar modalnya dimiliki oleh negara
melalui penyertaan modal secara
langsung yang berasal dari kekayaan
negara yang dipisahkan. Berdasarkan
UU No. 19 Tahun 2003, BUMN terdiri
dari dua bentuk yaitu Perum dan Persero.
Terhadap Persero berlaku segala
ketentuan dan prinsip-prinsip yang
berlaku bagi perseroan terbatas sebagai-
mana diatur dalam UU No. 40 Tahun
2007 tentang Perseroan Terbatas.
Pengaturan mengenai Perseroan
Terbatas diatur dalam UU No.40 Tahun
2007 tentang Perseroan Terbatas.
Pengertian Perseroan Terbatas dirumus-
kan dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 40
Tahun 2007 sebagai berikut :
“Perseroaan Terbatas, yang selanjut-
nya disebut Perseroan, adalah badan
hukum yang merupakan persekutuan
modal, didirikan berdasarkan per-
janjian, melakukan kegiatan usaha
dengan modal dasar yang seluruhnya
terbagi dalam saham dan memenuhi
persyaratan yang ditetapkan dalam
Undang-Undang ini serta peraturan
pelaksanaannya.”
Lebih lanjut perseroan terbatas
dapat diartikan juga sebagai suatu
asosiasi pemegang saham (atau bahkan
seorang pemegang saham jika
dimungkinkan untuk itu oleh hukum di
negara tertentu) yang diciptakan oleh
hukum dan diberlakukan sebagai
manusia semu (artificial person) oleh
pengadilan, yang merupakan badan
hukum karenanya sama sekali terpisah
dengan orang-orang yang mendirikan-
nya, dengan mempunyai kapasitas untuk
bereksistensi yang terus menerus, dan
sebagai suatu badan hukum, perseroan
terbatas berwenang untuk menerima, dan
melaksanakan kewenangan-kewenangan
lain yang diberikan oleh hukum yang
berlaku. 6
UU No. 19 Tahun 2003 secara
tegas menyebut bahwa modal BUMN
adalah penyertaan langsung dari
kekayaan negara yang dipisahkan,
sehingga negara terlibat dalam
menanggung risiko untung dan ruginya
perusahaan. Mengenai penyertaan
kekayaan negara untuk modal BUMN
perlu dicermati kaitannya dengan
keuangan negara. Pasal 23 UUDNRI
Tahun 1945 yang merupakan landasan
konstitusional keuangan negara tidak
memberikan kejelasan mengenai
pengertian yuridis tentang “keuangan
negara”.
Lebih lanjut pengertian keuangan
negara berdasarkan UU No. 17 Tahun
2003 tentang Keuangan Negara adalah
semua hak dan kewajiban negara yang
dapat dinilai dengan uang, serta segala
sesuatu baik berupa uang maupun barang
yang dapat dijadikan milik negara
berhubung dengan pelaksanaan hak dan
kewajiban tersebut. 7
6 Munir Fuady, Perseroan Terbatas
Paradigma Baru, (Bandung :Citra Aditya
Bakti, 2003), hlm.
7 Rajagukguk, Erman dikutip oleh Ridwan
Khairandy, Konsepsi Kekayaan Negara
Dipisahkan dalam Perusahaan Perseroan,
Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 26 No. 1 Tahun
2007, hlm. 36.
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METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan
metode pendekatan yuridis normatif.
Pendekatan ini dipilih mengingat dalam
rangka mencapai tujuan penelitian/
target penelitian peneliti mengacu
kepada norma-norma hukum yang
terdapat dalam peraturan perundang-
undangan, putusan-putusan pengadilan
serta norma-norma hukum yang ada
dalam masyarakat dan instrumen Hukum
Perusahaan. Pada penelitian ini
dilakukan secara deskriptif analitis, yaitu
dengan memberikan gambaran secara
khusus berdasarkan pada fakta yang ada.
Berkaitan dengan hal tersebut, penelitian
ini bermaksud memaparkan kajian
normatif terhadap Kepailitan BUMN
Persero dalam kaitannya dengan
Pengaturan Perseroan Terbatas yaitu
dengan mendiskripsikan dan meng-
intepretasikan. Dalam penelitian ini, data
yang digunakan adalah data sekunder
yang diperoleh dari penelitian ke-
pustakaan yang meliputi bahan hukum
primer, bahan hukum sekunder, bahan
hukum tersier, Data hasil penelitian yang




1. Pengaturan Kepailitan terhadap
BUMN Persero dalam kaitannya
dengan Kepailitan Perseroan
Terbatas Berdasarkan UU No. 37
Tahun 2004
Dalam Pasal 2 ayat (5) Undang-
Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang hanya mengatur
sepintas saja mengenai kepailitan
BUMN, yaitu dalam hal debitor adalah
perusahaan asuransi, dana pensiun, atau
BUMN yang bergerak di bidang
kepentingan publik, permohonan pailit
hanya dapat diajukan oleh Menteri
Keuangan. Dari pernyataan tersebut,
undang-undang tidak memberikan
penjabaran secara detail, mengingat
bentuk BUMN berdasarkan Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2003 adalah
Perum dan Persero. Terhadap BUMN
Persero, berdasarkan pengaturan
kepailitan dalam UU No. 37 Tahun 2004
tentang Kepailitan dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang tidak ada
penjelasan dan pengaturan secara tegas.
Dari analisis terhadap UU No. 19 Tahun
2003 dan UU No. 37 Tahun 2004 dapat
diperoleh pemahaman bahwa rumusan
Pasal 2 ayat (5) UU No. 37 Tahun 2004
yang menyatakan bahwa “Yang
dimaksud dengan Badan Usaha Milik
Negara yang bergerak di bidang
kepentingan publik adalah badan usaha
yang seluruh modalnya dimiliki negara
dan tidak terbagi atas saham”. Di dalam
penjelasan ini, ada 2 hal yang dapat
dikemukakan yaitu : Pertama, dari Pasal
2 ayat (5) UU No. 37 Tahun 2004
tersebut dapat diketahui bahwa BUMN
yang dimaksudkan adalah BUMN yang
berbentuk Perum sebagaimana sesuai
dengan Pasal 1 angka 4, yang
menyebutkan bahwa “Perusahaan Umum
yang selanjutnya disebut Perum, adalah
BUMN yang seluruh modalnya dimiliki
negara dan tidak terbagi atas saham,
yang bertujuan untuk kemanfaatan
umum berupa penyediaan barang dan/
atau jasa yang bermutu tinggi dan
sekaligus mengejar keuntungan ber-
dasarkan prinsip pengelolaan peru-
sahaan”. Dengan demikian yang dengan
jelas diatur adalah BUMN yang ber-
bentuk Perum, dan permohonan pailit
untuk Perum tersebut hanya dapat
diajukan oleh Menteri Keuangan.
Sedangan pengaturan kepailitan terhadap
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BUMN Persero, tidak ditemukan secara
jelas baik dalam UU No. 37 Tahun 2004
maupun dalam UU No. 19 Tahun 2003.
Kedua adalah terkait dengan klausula
yang menyatakan “seluruh modalnya
dimiliki negara dan tidak terbagi atas
saham”. Klausula ini menjadi rancu
dikarenakan ketentuan tersebut me-
nekankan bahwa negara adalah satu
entitas, sehingga kepemilikan saham
oleh negara adalah kepemilikan tunggal.
Namun dalam pelaksanaannya, ke-
pemilikan saham BUMN yang berbentuk
Perum dimiliki oleh Menteri BUMN dan
Menteri Keuangan, sehingga kepemilik-
an saham atas BUMN yang berbentuk
Perum adalah bukan kepemilikan
tunggal. Kedua hal tersebut yang
kemudian menjadi perdebatan, dikarena-
kan belum adanya pengaturan lebih
lanjut mengenai kepailitan terhadap
BUMN khususnya yang berbentuk
Persero.
2. Akibat Hukum Bagi Para Pihak
Terhadap Pernyataan Pailit Pada
BUMN Persero
Permohonan pernyataan pailit
terhadap suatu badan usaha termasuk
BUMN Persero, tentunya akan mem-
bawa akibat hukum terhadap badan
usaha tersebut. Akibat hukum tersebut
memberikan konsekuensi kepada debitor
yaitu :
a. Berlaku demi hukum
Ada beberapa akibat hukum yang
berlaku demi hukum (by the
operation of law) segera setelah
pernyataan pailit dinyatakan atau
setelah pernyataan pailit mempunyai
kekuatan tetap ataupun setelah
berakhirnya kepailitan. Akibat
hukum yang berpengaruh besar ter-
hadap kegiatan usaha debitor adalah
berlakunya sita umum atas seluruh
harta debitor sebagaimana dirumus-
kan dalam Pasal 1 ayat (1) juncto
Pasal 21, Undang-Undang Nomor 37
Tahun 2004 tentang Kepailitan dan
Penundaan Kewajib-an Pembayaran
Utang, selanjutnya debitor kehilang-
an hak untuk mengurus hartanya.
Dengan akibat hukum yang besar
tersebut, dalam setiap mengambil
keputusan untuk memailitkan suatu
badan usaha termasuk BUMN
Persero, maka hakim dituntut benar-
benar cermat.
b. Berlaku secara Rule of Reason
Berlakunya Rule of Reason tersebut
hanya untuk akibat-akibat hukum
tertentu, dengan maksud bahwa
akibat hukum tersebut tidak otomatis
berlaku, tetapi baru berlaku jika
diberlakukan oleh pihak-pihak
tertentu setelah mempunyai alasan
yang wajar untuk diberlakukan.
Dengan demikian berlakunya
suatu akibat hukum dari pernyataan
pailit tidak semuanya sama. Ada yang
perlu dimintakan oleh pihak tertentu dan
persetujuan instansi tertentu, tetapi ada
juga yang berlaku  karena hukum (by the
operation of law) begitu putusan pailit
dikabulkan oleh Pengadilan Niaga.
Proses kepailitan BUMN memberikan
akibat hukum yang lebih luas bagi para
pihak, antara lain :
a. Bagi pihak BUMN Persero itu
sendiri sebagai suatu institusi.
Akibat hukum yang dapat dilakukan
oleh BUMN Persero sebagai suatu
institusi adalah dengan melakukan
restrukturisasi. Upaya restrukturisasi
tersebut sebagaimana dirumuskan
dalam BAB VIII Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2003 tentang
Badan Usaha Milik Negara yang
mengatur mengenai Restrukturisasi
dan Privatisasi.
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b. Bagi pihak pemegang saham.
Kedudukan pemerintah dalam
kegiatan perekonomian melalui
penyertaan modal dalam BUMN
Persero adalah bertindak sebagai
pemilik (eigenaar) atau penguasa
(bezitter) untuk dan atas nama
rakyat. BUMN merupakan pelaksana
dari hak negara untuk menguasai
(bezitter), bukan untuk memiliki
sumber-sumber ekonomi yang
penting dan menguasai hajat hidup
orang banyak. Sedangkan pemilik-
nya (eigenaar) adalah rakyat karena
kedaulatan ada di tangan rakyat. 8
c. Bagi Para Kreditor
1) Dapat dilakukan kompensasi.
Kompensasi piutang (set-off)
dapat dilakukan oleh kreditor
dengan debitor asal dilakukan
dengan itikad baik dan terhadap
transaksi yang sudah ada
sebelum pernyataan pailit ter-
hadap debitor (Pasal 51, 52, dan
53 UU No. 37 Tahun 2004).
Dengan demikian maka keduduk-
an kreditor tersebut menjadi lebih
tinggi kedudukannya dari
kreditor yang diistimewakan,
karena dapat langsung meng-
kompensasi piutang dengan
utangnya.
2) Kontrak timbal balik dapat
dilanjutkan.
Terhadap kontrak timbal balik
antara debitor pailit dan kreditor
yang dibuat sebelum pailitnya
debitor, di mana prestasi sebagi-
an atau seluruhnya belum di-
penuhi kedua belah pihak, maka
kreditor dapat minta kepastian
8Ibrahim R., Prospek BUMN dan Kepentingan
Umum, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1997),
hlm. 169.
dari kurator tentang kelanjutan
pelaksanaan kontrak tersebut dan
waktu pelaksanaan-nya.
3) Berlaku penangguhan eksekusi
jaminan utang.
Terhadap pemegang hak jaminan
utang dalam proses kepailitan
disebut sebagai kreditor sepa-
ratis. Kreditor separatis dipisah-
kan dan tidak termasuk dalam
pembagian dalam kepailitan,
karena dapat memenuhi sendiri
piutangnya dengan mengeksekusi
jaminan utang yang ada seolah-
olah tidak terjadi kepailitan
(Pasal 55 UU No. 37 Tahun
2004). Akan tetapi, hak eksekusi
kreditor separatis tersebut baru
dapat dilakukan setelah tenggang
waktu 90 hari sejak putusan pailit
oleh Pengadilan Niaga (Pasal 56
ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004).
Masa menunggu (stay) tersebut
berlaku karena hukum (otomatis)
tanpa harus dimintakan oleh para
pihak.
4) Karyawan dapat di PHK
Karyawan dalam kepailitan suatu
badan usaha berkedudukan
sebagai kreditor, sehingga
apabila badan usaha tersebut
diputuskan pailit maka baik
karyawan maupun kurator sama-
sama berhak  untuk memutuskan
hubungan kerja. Sejak debitor
dinyatakan pailit, upah karyawan
dianggap utang harta pailit
(estate debt), sebagaimana diatur
dalam Pasal 39 UU No. 37 Tahun
2004.
5) Terhadap hak retensi kreditor
Kreditor mempunyai hak untuk
menahan benda milik debitor
yang digunakan sebagai jaminan
sampai dilunasinya utang debitor
kepada kreditor, sebagaimana
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dirumuskan dalam Pasal 61 UU
No. 37 Tahun 2004 sebagai
berikut “Kreditor yang mem-
punyai hak untuk menahan benda
milik debitor, tidak kehilangan
hak karena ada putusan pernyata-
an pailit”. Kemudian dalam
penjelasan Pasal 61 UU No. 37
Tahun 2004 disebutkan bahwa
“Hak untuk menahan atas benda
milik debitor berlangsung sampai
utangnya dilunasinya”. Lebih
lanjut disebutkan bahwa kurator
mempunyai kewajiban untuk
menebus benda yang ditahan
oleh kreditor dengan membayar
piutang kreditor sebagaimana
diatur dalam Pasal 185 ayat (4)
UU No. 37 Tahun 2004.
3. Kepailitan BUMN Persero Dikait-
kan dengan Kedudukan Aset
Negara dalam BUMN
Dengan diterbitkannya surat
Mahkamah Agung No. WKMA/Yud/20/
VIII/2006 tanggal 16 Agustus 2006,
kemudian pemerintah menerbitkan PP
No. 33 Tahun 2006 tentang Perubahan
atas PP No. 14 Tahun 2005 tentang Tata
Cara Penghapusan Piutang Negara/
Daerah. Dalam PP No. 33 Tahun 2006
tersebut menghapuskan Pasal 19 dan
Pasal 20 dalam PP No. 14 Tahun 2005,
yang dalam penjelasannya menyebutkan
bahwa pertimbangan untuk meninjau
kembali pengaturan tentang penghapus-
an piutang Perusahaan Negara/ Daerah
dalam PP No. 14 Tahun 2005 adalah
dilandasi adanya pemikiran bahwa UU
BUMN sebagai hukum positif yang
mengatur BUMN, secara tegas dalam
Pasal 4 menyatakan bahwa kekayaan
negara yang dijadikan penyertaan modal
negara pada BUMN merupakan ke-
kayaan negara yang dipisahkan.
Sehubungan dengan dihapuskannya
Pasal 19 dan Pasal 20 PP No. 14 Tahun
2005, kemudian Menteri Keuangan
memberikan pernyataan : “Selanjutnya,
pengurusan Piutang Perusahaan Negara/
daerah dilakukan berdasarkan UU
Perseroan Terbatas dan UU BUMN”.
Dengan adanya ketentuan tersebut
memberikan pengertian bahwa piutang-
piutang BUMN Persero tidak dapat
dikategorikan sebagai piutang negara,
tetapi merupakan piutang BUMN itu
sendiri. Demikian halnya apabila terjadi
kepailitan atas BUMN Persero
(berkedudukan sebagai debitor), maka
kekayaan dari BUMN Persero tersebut
digunakan untuk menyelesaikan seluruh
utang-utangnya.
Dalam Pasal 2 huruf (g) UU
Keuangan Negara disebutkan bahwa
“keuangan negara meliputi kekayaan
negara/kekayaan daerah yang dikelola
sendiri atau oleh pihak lain berupa uang,
surat berharga, piutang, barang, serta
hak-hak lain yang dapat dinilai dengan
uang, termasuk kekayaan yang dipisah-
kan pada perusahaan negara/perusahaan
daerah”. Namun dengan adanya UU
BUMN, ketentuan dalam Pasal 2 huruf
(g) UU Keuangan Negara tersebut
khususnya mengenai “kekayaan negara
yang dipisahkan pada perusahaan
negara/perusahaan daerah” menjadi tidak
mempunyai kekuatan mengikat secara
hukum.
Dengan memperhatikan Pasal 4
dan Pasal 11 UU Perseroan Terbatas
yang kemudian dikaitkan dengan
tanggung jawab direksi berdasarkan
Pasal 92 UU Perseroan Terbatas yaitu
menjalankan perusahaan perseroan untuk
kepentingan Perseroan dan sesuai
dengan maksud dan tujuan Perseroan,
direksi berwenang menjalankan pe-
ngurusan sesuai dengan kebijakan yang
dipandang tepat, dalam batas yang
ditentukan dalam undang-undang dan
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anggaran dasar. Demikian halnya
kewenangan direksi dalam BUMN
Persero juga tunduk pada peraturan
perundang-undangan yang mengatur
Perseroan Terbatas dan anggaran
dasarnya.
Dalam hal kepailitan Persero
karena kesalahan atau kelalaian direksi
dan harta pailit tidak cukup untuk
membayar seluruh kewajiban perseroan
dalam kepailitan tersebut, maka setiap
anggota direksi secara tanggung renteng
bertanggung jawab atas seluruh ke-
wajiban. Anggota direksi tidak ber-
tanggung jawab atas kepailitan perseroan
apabila dapat membuktikan bahwa ke-
pailitan tersebut bukan karena kesalahan
atau kelalaiannya, dan telah melakukan
pengurusan dengan iktikad baik dan
penuh tanggung jawab untuk ke-
pentingan perseroan. Negara sebagai
pemegang saham sama sekali tidak
menanggung kerugian akibat ulah
direksi yang nakal. Disinilah pentingnya
pemisahan antara kekayaan pemegang
saham dengan kekayaan Persero, bahwa




a. Pengaturan Kepailitan terhadap
BUMN Persero dalam kaitannya
dengan Kepailitan Perseroan
Terbatas Berdasarkan UU No. 37
Tahun 2004
Dalam Pasal 2 ayat (5) Undang-
Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang hanya mengatur
sepintas saja mengenai kepailitan
BUMN, yaitu dalam hal debitor adalah
perusahaan asuransi, dana pensiun, atau
BUMN yang bergerak di bidang
kepentingan publik, permohonan pailit
hanya dapat diajukan oleh Menteri
Keuangan. Dari pernyataan tersebut,
undang-undang tidak memberikan
penjabaran secara detail, mengingat
bentuk BUMN berdasarkan Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2003 adalah
Perum dan Persero. Terhadap BUMN
Persero, berdasarkan pengaturan
kepailitan dalam UU No. 37 Tahun 2004
tentang Kepailitan dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang tidak ada
penjelasan dan pengaturan secara tegas.
Dari analisis terhadap UU No. 19 Tahun
2003 dan UU No. 37 Tahun 2004 dapat
diperoleh pemahaman bahwa rumusan
Pasal 2 ayat (5) UU No. 37 Tahun 2004
yang menyatakan bahwa “Yang
dimaksud dengan Badan Usaha Milik
Negara yang bergerak di bidang
kepentingan publik adalah badan usaha
yang seluruh modalnya dimiliki negara
dan tidak terbagi atas saham”. Di dalam
penjelasan ini, ada 2 hal yang dapat
dikemukakan yaitu : Pertama, dari Pasal
2 ayat (5) UU No. 37 Tahun 2004
tersebut dapat diketahui bahwa BUMN
yang dimaksudkan adalah BUMN yang
berbentuk Perum sebagaimana sesuai
dengan Pasal 1 angka 4. Dengan
demikian yang dengan jelas diatur
adalah BUMN yang berbentuk Perum,
dan permohonan pailit untuk Perum
tersebut hanya dapat diajukan oleh
Menteri Keuangan. Sedangan pengatur-
an kepailitan terhadap BUMN Persero,
tidak ditemukan secara jelas baik dalam
UU No. 37 Tahun 2004 maupun dalam
UU No. 19 Tahun 2003. Kedua adalah
terkait dengan klausula yang me-
nyatakan “seluruh modalnya dimiliki
negara dan tidak terbagi atas saham”.
Namun dalam pelaksanaannya, ke-
pemilikan saham BUMN yang berbentuk
Perum dimiliki oleh Menteri BUMN dan
Menteri Keuangan, sehingga ke-
pemilikan saham atas BUMN yang
berbentuk Perum adalah bukan
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kepemilikan tunggal. Kedua hal tersebut
yang kemudian menjadi perdebatan,
dikarenakan belum adanya pengaturan
lebih lanjut mengenai kepailitan
terhadap BUMN khususnya yang
berbentuk Persero.
b. Akibat Hukum Bagi Para Pihak
Terhadap Pernyataan Pailit Pada
BUMN Persero
Permohonan pernyataan pailit
terhadap suatu badan usaha termasuk
BUMN Persero, tentunya akan
membawa akibat hukum terhadap badan
usaha tersebut. Akibat hukum tersebut
memberikan konsekuensi kepada debitor
yaitu :
1) Berlaku demi hukum
Ada beberapa akibat hukum yang
berlaku demi hukum (by the
operation of law) segera setelah
pernyataan pailit dinyatakan atau
setelah pernyataan pailit mempunyai
kekuatan tetap ataupun setelah
berakhirnya kepailitan. Akibat
hukum yang berpengaruh besar
terhadap kegiatan usaha debitor
adalah berlakunya sita umum atas
seluruh harta debitor sebagaimana
dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1)
juncto Pasal 21, Undang-Undang
Nomor 37 Tahun 2004 tentang
Kepailitan dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang,
selanjutnya debitor kehilangan hak
untuk mengurus hartanya.
2) Berlaku secara Rule of Reason
Berlakunya Rule of Reason tersebut
hanya untuk akibat-akibat hukum
tertentu, dengan maksud bahwa
akibat hukum tersebut tidak
otomatis berlaku, tetapi baru berlaku
jika diberlakukan oleh pihak-pihak
tertentu setelah mempunyai alasan
yang wajar untuk diberlakukan.
Dengan demikian berlakunya
suatu akibat hukum dari pernyataan
pailit tidak semuanya sama. Ada yang
perlu dimintakan oleh pihak tertentu dan
persetujuan instansi tertentu, tetapi ada
juga yang berlaku  karena hukum (by the
operation of law) begitu putusan pailit
dikabulkan oleh Pengadilan Niaga.
Proses kepailitan BUMN memberikan
akibat hukum yang lebih luas bagi para
pihak, antara lain :
1) Bagi pihak BUMN Persero itu
sendiri sebagai suatu institusi.
2) Bagi pihak pemegang saham.
3) Bagi Para Kreditor
a) Dapat dilakukan kompensasi
b) Kontrak timbal balik dapat
dilanjutkan
c) Berlaku penangguhan eksekusi
jaminan utang
d) Karyawan dapat di PHK
e) Terhadap hak retensi kreditor
2. Saran
a. Mempertegas pengertian “BUMN
yang bergerak di bidang ke-
pentingan publik” yang terdapat
dalam penjelasan Pasal 2 ayat (5)




sehingga ketika terjadi kepailitan
terhadap BUMN yang berbentuk
Persero harus diperlakukan sama
dengan perusahaan swasta
lainnya.
b. Pemerintah harus melakukan
harmonisasi terhadap peraturan
perundang-undangan yang ber-
kaitan dengan pengaturan Badan
Usaha Milik Negara, Perseroan
Terbatas, Kepailitan dan
Penundaan Kewajiban Pembayar-
an Utang, Keuangan Negara, dan
Perbendaharaan Negara.
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c. Kepailitan merupakan pranata
hukum yang dapat digunakan
sebagai jalan keluar terbaik bagi
BUMN Persero yang mengalami
kesulitan keuangan hingga tidak
mampu menyelesaikan kewajib-
annya terhadap para kreditor
untuk membayar utang-utangnya.
Selanjutnya, BUMN Persero
dapat menata kembali mana-
jemennya dan pada akhirnya
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